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ABSTRAK 
MUHAMMAD RIZALDY HARIANSYAH (B111 08 790), INGKAR JANJI 
UNTUK MENIKAHI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 1653 K/PDT/2010) dibimbing oleh: Nurfaidah Said 
sebagai Pembimbing I dan Harustiati Moein sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam Putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selata, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data 
sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan 
menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif kemudian disajikan 
secara dekskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan 
menggambarkan mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai ingkar 
janji kawin. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ingkar janji kawin 
diatur dalam pasal 58 KUHPerdata, adapun akibat hukum dari ingkar janji 
kawin adalah diatur pada pararaph kedua Pasal 58 yang menyebutkan 
bahwa ganti kerugian atas ingkar janji kawin dapat dilakukan jika adanya 
pengumuman kawin. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian penulis, 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai 
putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan 
Pengadilan Tinggi Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR bertentangan 
dengan pertimbangan hakim MA yang menyebutkan bahwa perbuatan 
penggugat adalah bukan ingkar janji melainkan perbuatan melawan 
hukum. Menurut pertimbangan hakim Pengdilan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, kasus tersebut adalah ingkar janji 
karena sudah ada kesepakatan yang terlihat dari adanya pembinaan 
kawin, adapun bentuk ganti rugi nya adalah hanya biaya-biaya yang 
dikeluarkan sebelum perkawinan bukan mengenai perkawinannya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. 
Tidak seorangpun manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan 
menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah 
makhluk sosial yang memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa 
kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang 
sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong 
manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat.1 
Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “a union 
of families”, atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari 
keluarga-keluarga. Keluarga inti dari masyarakat, dimana setiap keluarga 
dapat menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat yang 
disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah, Negara, dan 
seterusnya dunia.2 Adapun, pengertian keluarga itu sendiri adalah suatu 
kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, 
darah, atau adopsi; merupakan susunan rumah tangga sendiri; 
berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan 
peranan-peranan sosial bagi suami isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, 
                                                             
     1 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta, 2000, hlm 4 
     2 Khairuddin, H.SS, Sosiologi Keluarga, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 26  
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saudara laki-laki dan perempuan; dan merupakan pemeliharaan 
kebudayaan bersama.3 
 Dalam kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak terlepas dari 
kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma 
maupun nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai 
yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan-
tindakan yang akan dijalani oleh keluarga. Dan jelas, nilai dan norma yang 
berlaku bersifat kolektif dan mengikat, sehingga keluarga harus 
menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut. Misalnya, 
aturan dimana sebelum terbentuknya keluarga, harus dilakukan prosesi 
perkawinan terlebih dahulu, perkawinan dimana keluarga yang hendak 
meneyelengarakan perkawinan bagi anggota keluarganya, haruslah 
melaksanakan sesuai dengan adat istiadat, hukum yang berlaku, dan 
kebiasaan masyarakatnya.4 
Perwujudan mengenai hal di atas di Indonesia dapat kita lihat 
dengan adanya Hukum Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 
yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.  
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga 
sabagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
                                                             
     3 ibid, hlm 7 
     4 ibid,  hlm 27  
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha 
Esa.  
Selain itu pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin 
saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin 
inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping 
perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu 
menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi 
keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena 
dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-
masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi 
aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.5 
Dalam kehidupan sosial, tentu saja setiap tindakan tidak terlepas 
dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-
norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Hal tersebut berlaku untuk semua 
setiap tindakan manusia yang memiliki akibat-akibat hukum termasuk 
perkawinan. Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat 
perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi 
prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang 
lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur dalam Undang-Undang 
disebut syarat materil absolut dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan 
dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan 
orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materil relatif. Adapun 
syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan 
                                                             
     5 http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan diakses pada tanggal 30 september 2013 
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menyangkut pemberitahuan dan pengumuman tentang maksud kawin, 
disebut syarat formil. 
Tujuan perkawinan itu sendiri sangat baik, sesuai yang terdapat 
dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, 
kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu 
Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang 
sangat dalam dan  kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan 
seorang wanita dalam  membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. 
Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-
agama, tradisi atau adat masyarakat dan  juga institusi negara mengatur 
secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat. 
Dalam masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan sebuah 
perkawinan itu sendiri, para muda mudi biasanya menjalin kisah dalam 
suatu hubungan, yang pengikatan hubungan tersebut, mereka sebut 
dengan berpacaran atau teman dekat, yang dimana hal tersebut dapat 
terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keduanya, seperti terjadi kehamilan 
sebelum perkawinan. Hal ini berarti tujuan dan syarat perkawinan yang 
seharusnya menjadi dasar sebuah keluarga bagi manusia yang hidup 
secara berkelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
Dalam  hubungan tersebut, mereka biasanya saling mengikatkan 
diri dengan janji-janji. Dalam perjanjian tersebut, yang mengucapkan atau 
membuat suatu perjanjian biasanya adalah seorang lelaki. Dalam janji 
5 
yang dibuat biasanya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya 
bukti tertulis. Jika salah satu pihak mengingkarinya sulit untuk meminta 
pertanggungjawabannya. 
Ingkar janji yang diucapkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan 
ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa 
kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin ini dapat 
diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra 
nikah, tetapi kabanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan 
penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut 
dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain 
menjadi tidak lebih baik, ataupun  proses yang melalui jalur hukum 
dianggap berjalan sangat lama.  
Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena 
ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini 
biasanya dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang 
belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah 
membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena 
hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang 
sudah diucapkan didepan khalayak umum. 
Hal ini berkaitan dengan Pasal 58 KUHPerdata, yang menyebutkan 
bahwa : 
“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka 
hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut 
penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang 
6 
dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam 
hal ini batal.” 
“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman 
kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna 
menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas 
kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu 
mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, 
dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan 
untung”. 
“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, 
terhitung mulai pengumuman kawin”. 
Dari penjabaran  Pasal 58 KUHPerdata di atas, dapat dirumuskan 
tiga hal. Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di 
muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak 
menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan 
bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi 
dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah 
diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk 
menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi 
tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana 
perkawinan.6 
                                                             
     6 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-
perkawinan-secara-sepihak diakses pada tanggal 29 September 2013 pukul 13.29 WITA 
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Pengumuman yang dimaksud dalam kalimat kedua di atas, adalah 
Pemberitahuan yang harus dilakukan, baik secara langsung, maupun 
dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon 
suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh 
Pegawai Catatan Sipil. 7 
Terkait dengan hal tersbut, ada kasus yang pernah terjadi di 
Merauke, Papua,  berdasarkan putusan Mahkamah Agung  No 
1653/K/PDT/2010  berkaitan dengan janji kawin. Dalam kasus tersebut 
pria yang kemudian disebut DAW berpacaran dengan ECC dan sudah 
tinggal serumah selama satu tahun dan, hubungan tersebut melahirkan 
dua orang anak tanpa suatu ikatan pernikahan. Padahal DAW dan ECC 
sudah melakukan pembinaan persiapan nikah dari tanggal 10 -15 
Desember 2007. Tapi, pada tanggal 20 Juli tahun 2008 DAW menikah 
dengan wanita lain yang kemudian disebut MFS. Padahal sebelumnya 
pihak keluarga ECC sudah melakukan teguran lisan kepada DAW untuk 
melakasanakan perkawinan sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dibuat.8 
 Dari kasus diatas, Mahkamah Agung memutuskan untuk 
menghukum tergugat yaitu DAW membayar biaya nafkah dan pendidikan 
dua orang anak yang dihasilkan sebelum perkawinan sebesar Rp 
2.000.0000 (dua juta rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal  5 
bulan yang bersangkutan sejak gugatan diterima di Kepaniteraan 
                                                             
     7  Pasal 51 KUHPerdata 
     
8
 putusan mahkamah agung no 1653 K/PDT/2010 hlm 1-2 
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Pengadilan Negeri Merauke sampai dengan anak tersebut berusia 18 
(delapan belas) tahun melalui penggugat yaitu ECC.9 
Persoalan di atas, tidak terlepas dari aturan positiHal ini 
menyebabkan kasus ingkar janji kawin jarang sekali dapat diproses atau 
dituntut di pengadilan. Karena yang sering terjadi di kalangan muda-mudi 
yang sedang berpacaran, janji kawin hanya diucapkan secara lisan di 
kalangan antara keduanya tanpa diikuti suatu upacara resmi.10 
Berdasarkan kasus di atas Mahkamah Agung memutuskan untuk 
menghukum tergugat yaitu DAW membayar biaya nafkah dan pendidikan 
atau ganti rugi dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 
Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis berpendapat bahwa kasus 
tersebut lebih erat kaitannya dengan wanprestasi atau ingkar janji yang 
timbul dari perjanjian. Hal ini berarti telah memenuhi unsur apa yang 
disebutkan dalam Pasal 58 KUHPerdata. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :  
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 1653 
K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR ? 
 
C. Tujuan Penulisan  
                                                             
     
9
 ibid, hlm 7  
     
10
 http://mell-benu.blogspot.com/2012/04/peraturan-yang-belum-berpihak-pada-hak.html diakases pada 
tanggal 31 September 2013 Pukul 18.00 WITA 
9 
Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 
1653 K/PDT/2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Penulisan ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat 
memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru 
terhadap ingkar janji untuk menikahi dalam perspektif hukum 
perdata 
2. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji  
1. Pengertian Ingkar Janji   
Ingkar janji yang dimaksud dalam pengertian ini jauh berbeda 
dalam wanprestasi yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam 
Pasal 1234 menyatakan bahwa menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan 
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk 
tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan: 
“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub 
kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan 
dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai 
pada saat penyerahan”.11 Terlihat dalam pengertian diatas bahwa 
wanprestasi yang dimaksud sangat berkaitan dengan perikatan, adapun 
saat ini penulisan ini lebih dekat pada janji kawin yang dimaksud dalam 
Pasal 58 KUHPerdata.  
Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia  untuk 
mendefinisikan kata per kata dari kedua istilah tersebut, untuk selanjutnya 
disimpulkan suatu pengertian dari masing-masing istilah. Dari kedua 
                                                             
     11Lathifah Hanim, SH.M.Hum.M.Kn. 2011. WANPRESTASI, OVERMACHT DAN HAPUSNYA 
PERJANJIAN. http://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-
pengabdian-masyarakat/  
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istilah tersebut terdapat dua kata, yaitu : ingkar dan janji. Definisi kata 
ingkar adalah :12 
a. menyangkal; tidak membenarkan; tidak mengakui; mungkir; 
b. tidak menepati; 
c. tidak mau; tidak menurut. 
Kemudian definisi kata janji adalah :13 
a. pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan 
untuk berbuat;  
b. persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan 
kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu); 
c. syarat (ketentuan yang harus dipenuhi). 
Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan pengertian 
mengenai ingkar janji yaitu penyangkalan terhadap pernyataan yang 
menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetujuan antara dua 
pihak. 
2. Pengertian Ingkar Janji Kawin  
Ingkar janji kawin yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah 
mengenai ingkar janji yang dilakukan sebelum adanya perkawinan. 
Seperti yang telah penulis sebutkan diatas mengenai pengertian ingkar 
janji. Ingkar janji adalah penyangkalan terhadap pernyataan yang 
menyatakan kesediaan atau kesanggupan atau persetujuan antara dua 
pihak. Maka untuk menjelaskan pengertian ingkar janji kawin, terlebih 
                                                             
     12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 332 
  
     13 ibid, hlm 350  
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dahulu penulis menjabarkan tentang pengertian kawin. Menurut Kamus 
Besar bahasa Indonesia, kawin adalah menikah14. Nikah diartikan sebagai 
perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan 
resmi).15 
Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pengertian 
mengenai ingkar janji kawin. Ingkar janji kawin adalah penyangkalan 
terhadap persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak 
perempuan yang masing-masing menyatakan kesediaan dan 
kesanggupan untuk menikah (bersuami isteri dengan resmi). 
Penyangkalan disini dapat berasal dari salah satu pihak atau kedua belah 
pihak. Namun, jika penyangkalan berasal dari kedua belah pihak maka 
disana telah terdapat kesepakatan bahwa keduanya sama-sama 
menyangkal adanya suatu janji kawin dan karenanya tidak menimbulkan 
permasalahan kecuali jika melibatkan pihak ketiga. 
Janji kawin yang dimaksud dalam penulisan ini berbeda dengan 
perjanjian kawin sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan 
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian kawin 
biasanya mengatur mengenai harta perkawinan dan harus dibuat dalam 
bentuk tertulis serta disahkan di hadapan pejabat berwenang sebelum 
atau pada saat perkawinan dilangsungkan. 
16
 
Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, janji kawin pada 
umumnya diikuti dengan suatu upacara tertentu yang disertai dengan 
                                                             
     14 ibid, hlm 398 
  
     15 ibid, hlm 614  
     16 Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 35 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  
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pemberian barang tertentu. Janji kawin dalam masyarakat, tidak hanya 
melibatkan pasangan muda mudi yang hendak menikah, namun juga 
melibatkan anggota keluarga kedua belah pihak yang akan menikah. 
Pengukuhan janji kawin ini biasanya dikenal dengan istilah pertunangan 
(upacara pertunangan), yaitu suatu upacara yang sifatnya resmi dan 
menciptakan ikatan bagi kedua belah pihak keluarga pasangan yang akan 
menikah.17 
3. Akibat Ingkar Janji Kawin 
Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, ingkar 
janji kawin dalam penulisan ini tidak termasuk dalam ruang lingkup 
wanprestasi pada Pasal 1234 KUHPerdata, karena hal tersebut ingkar 
janji kawin tidak memiliki akibat hukum yang sama dengan wanprestasi, 
seperti : 
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 
singkat dinamakan ganti rugi. Ganti kerugian diatur oleh Undang-
Undang dan diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang 
dapat dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Pasal 1247 
KUHPerdata menentukan: si berutang hanya diwajibkan 
mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya 
harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal 
tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu 
daya yang dilakukan olehnya. Jadi, bahwa ganti rugi itu dibatasi, 
hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan 
                                                             
     17 Eva Rajagukguk, Tesis : Perbuatan Ingkar Janji Kawin  Menurut Hukum Pidana Adat, 2006, 
hlm 13. 
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akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian; 
b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan 
perjanjian. Mengenai pembatalan perjanjian atau juga 
dinamakan pemecahan perjanjian sebagai sanksi kedua atas 
kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat 
melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman. 
Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak 
kembali kepada keaadaan sebelum perjanjian diadakan; 
c. Peralihan risiko disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) 
KUHPerdata yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban 
untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar 
kesalahan satu pihak, yang minimpa barang yang menjadi objek 
perjanjian. Dalam hal ini erat hubungannya dengan keadaan 
memaksa;  
d. Membayar biaya perkara kalau sampai di depan hakim, dalam 
Pasal 1267 KUHPerdata, pihak kreditur dapat menuntut si 
debitur yang lalai itu: pemenuhan perjanjian atau pembatalan 
disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dengan sendirinya 
ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti 
rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu 
terlambat. 
Dalam ingkar janji kawin dalam penulisan ini lebih erat  
hubungannya dengan Pasal 58 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa : 
15 
“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka 
hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut 
penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang 
dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam 
hal ini batal.” 
“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman 
kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna 
menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas 
kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu 
mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, 
dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan 
untung”. 
“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, 
terhitung mulai pengumuman kawin”. 
 
Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa akibat dari ganti rugi 
atas ingkar janji kawin terlihat dari kalimat kedua Pasal 58 tersebut. Yaitu 
penggantian biaya rugi dapat dilakukan dengan syarat adanya 
pengumuman. Pengumuman yang dimaksud adalah Pemberitahuan yang 
harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang 
dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan 
tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai 
Catatan Sipil. 
16 
Menurut hemat penulis, syarat tersebut menjadi syarat penuntutan 
ganti rugi agar dapat menjadi bukti atas kerugian yang disderita. Adapun 
kerugian yang terjadi adalah materi yang disediakan untuk persiapan 
perkawinan, seperti biaya-biaya dikeluarkan untuk pencatatan dalam 
catatan sipil dan kerugian lain yang diderita setelah pencatatan sipil. 
Selain itu, unsure psikologis pihak yang dirugikan serta keluarga karena 
telah ada pengumuman, yang berarti sudah diketahui oleh banyak pihak. 
B.  Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum 
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 
Perbuatan melawan hukum dalam penulisan ini dimaksudkan 
adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. 
Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau 
yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi 
dan pegaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan 
perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut 
dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga memiliki arti, konotasi dan 
pengaturan hukum yang juga berbeda.18    
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum 
yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. 
                                                             
     18 Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm 1  
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Beberapa definis lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan 
melawan hukum adalah sebagai berikut :19 (Keeton, et, al, 1984:1-2) 
a. tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain 
dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontractual 
yang menerbitkan hak untum meminta ganti rugi 
b. suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang 
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa 
sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan 
atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu 
perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu 
kecelakaan. 
c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh 
hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang 
pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya 
tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi. 
d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu 
ganti kerugian dapat dituntut tang bukan merupakan 
wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap 
kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban 
equlity lainnya. 
e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi 
terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu 
perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang 
                                                             
     19 ibid, hlm 3-4 
18 
diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan 
kontraktual. 
f. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti 
juga kimia bukan suatu fisika atau matematika. 
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Berdasarkan penafsiran sempit, unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum, adalah : 
a. melanggar hak subjektif orang lain; 
b. melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri; 
Konsekuensi dari penafsiran sempit di atas adalah bahwa 
sekalipun ada tindakan atau sikap, yang dalam pergaulan hidup 
dianggap sebagai tidak pantas dan atau tidak patut, dan tindakan 
seperti itu oleh anggota masyarakat dianggap sebagai tindakan 
melanggar hukum, serta menimbulkan kerugian pada kepentingan 
orang lain, si korban tidak bisa minta ganti rugi atas kerugian yang 
menimpa dirinya, selama undang-undang tidak memberikan 
perlindungan kepadanya, selama tidak ada pengaturannya di dalam 
undang-undang.20 
Melalui perjuangan dari para sarjana, terutama Molengraff 
melalui artikelnya dalam Rechsgeleerd Magazijn tahun 1887 halaman 
373 (vide A. Pitlo, hal. 218) akhirnya diterima penafsiran kuas oleh H.R 
melalui arrestnya 31-01-1919 dalam perkara yang terkenal dengan 
sebutan perkara Lindenbaum melawan Cohen, di mana terhadap 
                                                             
     20 J. Satrio, 2005, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum, PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 4 
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pengertian tindakan melawan hukum, atas 2 (dua) unsur yang sudah di 
sebutkan di atas, ditambahkan lagi usur ketiga dan keempat, yaitu 
tindakan atau sikap yang :21 
a. bertentangan dengan tata krama (goede zeden) 
b. bertentangan dengan kepatutan dalam hal memperhatikan 
kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup. 
Selain penjelasn diatas, ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, 
maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. adanya suatu pebuatan 
b. perbuatan tersebut melawan hukum 
c. adanya kesalahan dari pihak pelaku 
d. adanya kerugian bagi korban 
e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan 
melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :  
22
 
1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali 
oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima 
anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik 
berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu 
(dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia 
mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana 
timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang 
                                                             
    21 Ibid,  hlm 6 
   22 Op.Cit, Munir Fuady, hlm 10-14   
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timbul dari suatu kontrak). Karena itum terhadap perbuatan 
melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepekat” 
dan tidak ada juga unsur “causea yang diperbolehkan” 
sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang  dilakukan 
tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur 
melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni 
meliputi hal-hal sebagai berikut  
- perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku 
- yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau 
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si 
pelaku, atau 
- perbuatan yang bertentangn dengan kesusialaan 
- perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain 
3. Adanya kesalahan dari pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 
tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan 
yuriprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur 
kesalahan dalam emlaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung 
jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan 
kepada Pasal 1365 KUHPerdata. 
4. Adanya Kerugian bagi korban. Adanya kerugian bagia korban juga 
merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 
dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang 
21 
hanya menganal kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep 
kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang. 
5. Aadanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang 
terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, teori hubungan 
faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara 
faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual 
telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian 
dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan 
pernah terdapat tanpa penyebabnya.   
3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum  
Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian 
bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang 
dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.  
Bentuk ganti rugi terhadp perbuatan melawan hukum yang kenal oleh 
hukum adalah, sebagai berikut :23 
a. Ganti rugi nominal. Jika adanya perbuatan melawan hukum yang 
serius, seperti perbuatan mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak 
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban 
dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan 
tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang 
disebut dengan ganti rugi nominal. 
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b. Ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi 
yang merupakan pembayaran korban atas dan sebesar kerugian yang 
benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan 
melawan hukum.  
c. Ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu 
ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang 
sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai 
hukuman bagi si pelaku.  
Selain penjelasan diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
merupakan kiblat hukum perdata di Indonesia, ternasuk kiblat hukum ang 
berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan 
ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, 
mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan 
melawan hukum dengan dua pendekatan sebagai berikut :24 
1. Ganti rugi umum 
2. Ganti rugi khusus 
Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi 
yang berlaku untu semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi 
kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan degan perikatan lainnya, 
termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan umum tentang 
ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat 
dari buku ketiga, mulai dari paal 1243 sampai dengan Pasal 1253. 
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Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 
KUHperdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti 
rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan 
tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit fari suatu 
perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang 
umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-
hal sebagai berikut : 
a. ganti rugi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) 
b. ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 
dan Pasal 1367) 
c. ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) 
d. ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369) 
e. ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh 
(Pasal 1370) 
f. ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 
1371) 
g. gant rugi karena tindakan penghiaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 
1380) 
Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, Pasal 1370, 
Pasal 1371, Pasal 1373, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan memperinci 
cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang dapat dituntut 
oleh pihak korban. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
Menurut Bachtiar, defenisi perkawinan secara umum adalah pintu 
bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang 
berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat 
berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing 
pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta 
mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang 
didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing 
pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di 
bumi25 
Sedangkan menurut Terruwe dalam buku Yuwana & Maramis yang 
berjudul Perkawinan Masa Kini menyatakan bahwa perkawinan 
merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan 
dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita 
pada suaminya.
26
 
Ketika suami dan istri berikrar untuk  menikah, berarti masing-
masing mengikatkan diri pada pasangan hidup, dan sebagian kebebasan 
sebagai individu dikorbankan.  Perkawinan bukan sebuah titik akhir, tetapi  
sebuah perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang disepakati 
berdua. Tiap pasangan harus terus belajar mengenai  kehidupan 
bersama. Tiap pasangan juga  harus menyiapkan mental untuk  menerima 
kelebihan sekaligus kekurangan  pasangannya dengan kontrol diri yang 
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baik.  Pentingnya penyesuaian dan tanggung  jawab sebagai suami atau 
istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup 
berumah tangga.  
Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap adanya  kepuasan hidup perkawinan, sehingga memudahkan 
seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami 
atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga. 
a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang 
Menurut Pasal 1 UU no.1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi 
menurut perUndang-Undangan perkawinan ialah ikatan antara seorang 
pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan 
(verbindtenis). 
Dalam perkawinan dibutuhkan adanya ikatan lahir dan batin 
 Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai 
dengan aturan yang ada, baik yang mengikat dirinya sendiri, 
suami atau istri, anak, maupun oarang lain. Oleh karena itu 
perkawinan biasanya diinformasikan kepada masyarakat luas 
agar masyarakat dapat mengetahuinya.  
 Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, 
merupakan ikatan psikologis. Antara suami dan istri harus ada 
ikatan ini, saling mencintai satu sama lain sehingga ikatan batin 
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ini dapat terbentuk. Kedua ikatan di atas harus ada dalam 
perkawinan dan bila tidak ada salah satu, maka akan 
menimbulkan persoalan dalam kehidupan perkawinan 
pasangan tersebut. 
 Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa Undang-Undang 
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam 
Pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan 
yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada 
pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan 
sipil telah berlangsung. 
 Selain kesimpangsiuran perkawinan yang berlaku di zaman Hindia 
Belanda itu, jelas bahwa menurut perUndang-Undangan yang tegas 
dinyatakan dalam KUHPerdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi 
keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal ini jelas 
bertentangan dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran 
Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut 
perkawinan yang merupakan hubungan erat sekali dengan 
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure 
lahir/jasmani, tetapi juga unsure batin/rohani mempunyai peranan yang 
penting. 
 Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang 
perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut UU No.1 tahun 1974. 
Perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai „Perikatan Perdata‟ 
sedangkan menurut UU No.1 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata 
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tetapi juga merupakan „Perikatan Keagamaan. Hal ini dilihat dari tujuan 
perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No.1 1974 bahwa 
perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat 
demikian itu tidak ada terlampir dalam KUHPerdata. 
 Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU 
No. 1 tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena 
merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan, baik yang 
terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya 
yang mengatur tentang perkawinan27. 
 
b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama 
Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah 
perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam 
memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan 
berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan 
dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi 
perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani 
dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut 
kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 
Dikalangan kaum muslimin nikah itu bukanlah suatu perbuatan 
suci, melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil dan walaupun pada 
umumnya dilakukan upacara dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an, 
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akan tetapi hukum islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara 
agama khusus untuk perkawinan, tidak ada pejabat yang ditentukan untuk 
itu dan tidak ada formalitas yang menyulitkan. 
Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman 
dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak 
seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak 
dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. 
Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu 
ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia 
tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiryah tetapi juga batiniyah, bukan saja 
gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang 
sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga itu rukun 
dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan 
seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup 
berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun 
dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang 
masanya terancam kegagalan. Oleh karena itu rumah tangga yang baik 
hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir 
dan batin28. 
Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara 
wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus 
diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan 
diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua 
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orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan 
tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang 
di riwayatkan Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan 
wali dan dua saksi yang adil”. 
Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali 
perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan 
perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana 
dimasud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 atau menurut hukum 
Kristen. Kata “wali” berarti bukan saja „bapak‟ tetapi juga termasuk „datuk‟ 
(embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak 
yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut 
garis keturunan pria yang beragama Islam berarti pula perikatan 
kekerabatan bukan perikatan perseorangan. 
Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan 
hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total 
dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. 
Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang 
bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga 
harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang 
tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua 
mempelai sudah dibaptis. 
Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama di 
atas maka dengan adanya UU no. 1 Tahun 1974 telah menempatkan 
kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) 
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yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa 
suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja 
merupakan „perikatan keperdataan‟ tetapi juga merupakan „perikatan 
keagamaan‟, dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan 
menurut hukum adat yang dikehendaki bahwa perkawinan sebagai 
„perikatan kekeluargaan‟ dan „perikatan kekerabatan‟29. 
Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-
laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum 
dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai 
kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan inter-personal. 
2. Syarat Sah Perkawinan 
Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat 
perkawinan baik yang  menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, 
prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang 
lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang 
sebagai berikut : 
1. Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 
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3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat (2) Pasal ini 
cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan  tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali, orang tau yang memelihara, atau 
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal ini, atau salah 
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), 
dan (4) Pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain.30 
Selain apa yang disebutkan di atas, adapun syarat-syarat yang 
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32 
wajib diperhatikan  yang menyangkut pribadi seseorang dalam 
melaksanakan perkawinan disebut syarat materil absolut, yang terdiri 
dari:31 
a. monogami 
b. persetujuan antara kedua calon suami istri 
c. memenuhi syarat umur minimal  
d. perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus 
mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang 
terdahulu dibubarkan 
e. izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan. 
Demikian pula ketentuan batas umur minimal ditegaskan 
seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, 
sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas 
tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara 
itu, alam hal adanya alasan-alasan yang penting. Presiden berkuasa 
menoadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
32
 
Menurut ketentuan Undang-Undang jelasalh bahwa laki-laki harus 
mencapai umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 15 tahun. Dengan 
memoerhatikan Pasal 34 KUHPerdata jelaslah bahwa seseorang 
perempuan yan pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan 
waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan. Ketentuan 
Pasal tersebut didasarkan kepada penerimaan bahwa 300 hari sebagai 
waktu paling lama seorang perempuan dalam keadaan mengandung. 
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Disamping itu ketentuan itu memang penting sekali dalam menentukan 
ayah bagi anak yang dilahirkan tersebut.  
Selain itu, adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang 
tertentu, maka hal ini merupakan syarat materil yang relatif, adalah : 
a. larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang 
hubungannya sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau 
karena perkawinan; 
b. larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang 
tersebut pernah berbuat zina; 
c. memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila 
belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang  
Adapun, syarat formil yang dimaksud adalah menyangkut 
pemberitahuan dan pengumuman tentang maksud untuk kawin. Dalam 
kaitan ini, Undang-Undang mengatur sebagai berikut :33 
a. Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, hal 
memberitahukan hal itu kepada pegawai catatan sipil di tempat 
tinggal salah satu pihak  
b. Pemberitahuan ini hal dilakukan, baik secara langsung, 
maupun dengan surat yang dengan cukup jelas 
memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang 
pemberitahuan itu hal dibuat sebuah akta oleh pegawai catatan 
sipil.  
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3. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang 
memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah  pembentukan 
sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan 
kedamaian pikiran. Orang yang tidak  kawin bagaikan seekor burung 
tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang 
merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat 
menemukan pasang hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan 
penderitaan. 
Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan 
yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam 
Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut di atas dengan 
jelas  disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Menurut Walgito, masalah pernikahan adalah hal yang tidak 
mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat reltif dan subyektif. Subyektif 
karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain,  
relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan 
kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang juga dapat menimbulkan 
kebahagiaan
34
.  
Masdar Helmy dalm buku yang berjudul ”Menikahlah, Maka Engkau 
Akan Bahagia” mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain 
memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga 
membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di 
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dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman 
jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.35  
Menurut Soemijati dalam buku yang sama, mengemukakan bahwa  
tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, 
memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur oleh hukum.36 
 
Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok 
adalah:37 
• Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur 
• Mengatur potensi kelamin 
• Menjaga diri dari perbuatan-perbuan yang dilarang agama 
• Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri 
• Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan 
jalan pernikahan. 
Sedangkan Ensiklopedia Wanita Muslimah tujuan perkawinan 
adalah
38
: 
• Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan 
• Terpeliharanya kehormatan 
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• Menenteramkan dan menenagkan jiwa 
• Mendapatkan keturunan yang sah 
• Bahu-membahu antara suami-isteri 
• Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga 
 Dari beberapa tujuan perkawinan yang dijabarkan di atas, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan pada hakikatnya membuat 
seseorang menjadi lebih baik dan lebih tenang untuk menjalani 
kehidupan. 
4. Pencatatan Perkawinan 
Dewasa ini perundang-undangan telah mengatur tata cara perkawinan 
dan perceraian secara jelas dan rinci; keadaan ini dapat menjamin adanya 
kepastian hukum di bidang hukum perkawinan. Dalam hubungan ini 
ditegaskan bahwa “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersendiri”. Ketentuan ini diatur dalam 
Pasal 12 Undang-undang Perkawinan yang menurut penjelasan 
dinyatakan, ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang 
diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang 
Nomor 32 tahun 1954.39  
Adapun tata cara pelaksanaany ditentukan lebih lanjut di dalam Peraturan 
Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 
Perkawinan yang dikaitkan dengan adanya pengumuman kehendak 
perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 10 ditegaskan bahwa : 
a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
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kehendak perkawianan oleh pegawai seperti yang dimaksud dalam Pasal 
8 Peraturan Pemerintah ini. 
b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamnya dan kepercayaan itu 
c. dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 
(1) sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan.  
Selain itu, hukum perkawinan indonesia mengatur pula tentang 
Pemberitahuan kehendak nikah dan pemeriksaan nikah. Adapun 
pemberitahuan kehendak nikah diatur dalam Bab II Peratuaran Menteri 
Agama No. 3 tahun 1975. Selanjutnya pegawai pencatat nikah yang 
menerima pemberitahuan tersebut melakukan pemeriksaan nkah yang 
diatur di dalam Bab III. Sedangkan pengumuan kehendak nikah diatu di 
dalam Bab IV Peraturan Menteri Agama. Khusus mengenai 
pemberitahuan kehendak nikah ditentukan bahwa : pemberitahuan 
dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau 
wakilmya. 40 
Apabila pemberitahuan kehendak nikah tersebut telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah memenuhi 
persyaratan, maka selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah melakukan 
pemeriksaan secara seksama sesuai dengan ketentuan Bab III Peraturan 
                                                             
     40 ibid, hlm 42  
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menteri agama. Pemeriksaan tersebut meliputi :41 
a. memeriksa calon suami istri dan wali nikah yang pada prisnsipnya ialah 
: 
Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang menerima pemberitahuan 
kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah 
tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan 
baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena 
melanggar peraturang perundang-undangan perkawinan. 
b. pemeriksaan sarat-sarat meliputi : 
1. selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), 
maka di dalam pemeriksaan diperlakukan pula penelitian terhadap : 
a. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal 
tidak ada akta kelahiran/atau surat kenal lahir dapat diergunakan surat 
keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa 
menurut model Nf 
b. persetujuan calon mempelasi sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
c. surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desanya, 
menurut model Nh 
d. surat izin pengadilan agama sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (5) 
undang-undang nomto 1 tahun 1974, bagi calon mempelai yang belum 
mencapai  umur 21 tahun. 
e. surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum 
                                                             
     41 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Pasal 14  
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mencapai umur 16 tahun. 
f. surat izin dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang 
ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan 
hukum atau kewarganegaraan. 
Setelah persyaratan/ketentuan dipenuhi, pegawai pencatat nikah 
mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah dengan menempelkan 
pengumma menurut mdel Ne : 
Pengumuman dilakukan : 
A. di kantor pencatatn perkawinan di tempat pernikahan akan 
dilangsungkan 
B. di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman 
masing-masing calon mempelai. 
Penempelan surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak 
ditempelkannya tidak boleh diambil atau dirobek. 
Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Meneteri Agama 
No. 3 tahun 1975. Pengumaman kehendak nikah tersebut dilakukan untuk 
memberi kesempatan kepada umum mengetahui dan mengajukan 
keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum agama atau peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Adapun, peraturan khusus bago amggota kepolisan Negara republik 
indonesia sebelum mencatatkan perkawinannya, sebelumnya terlebih 
dahulu mengajkan izin kepada instansi Kepolisian. Adapun syarat 
permohonan izin kawin tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk   Bagi Pegawai 
Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : 
a. surat permohonan pengajuan izin kawin;   
b. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai 
nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan 
status calon suami/istri;   
c. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal 
usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang 
tua/wali;   
d. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai 
orang tua calon suami/istri;   
e. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk 
melaksanakan kehidupan rumah tangga;   
f. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua 
telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon 
suami/istri;   
g. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri 
pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status 
pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;   
h. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka 
sudah janda/duda;   
i. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk 
menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine 
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untuk mengetahui kehamilan;   
j. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 
3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:  1. bagi perwira berpakaian dinas 
harian dengan latar belakang berwarna merah;  2. bagi Brigadir 
berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;  3. bagi 
PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; 
dan  4. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri 
berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan 
pangkat calon suami/istri;   
k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri 
yang bukan pegawai negeri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian yang terkait 
dengan Ingkar janji kawin dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang ada di: 
1. Pengadilan Negeri Makassar 
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas 2 (dua), yakni : 
1) Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di 
lapangan melalui wawancara langsung, dalam hal ini dengan pihak 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Tinggi 
Sulawesi Selatam 
2) Data Skunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara 
tidak langsung, seperti data dan informasi yang diperoleh dari 
instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya 
ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1) Penelitian Lapangan, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan secara tidak terstruktur untuk 
memperoleh data dari informasi yang diperlukan. Pengumpulan 
data melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar dan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan 
2) Penelitian Kepustakaan, dalam melakukan penelitian kepustakaan, 
penulis membaca dan meneliti peraturan perUndang-Undangan, 
buku-buku,artikel-artikel dalam berbagai media elektronik yang 
dianggap relevan dengan materi yang dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
skunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan 
sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data skunder. Data 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai 
jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 1653  K/PDT/2010 
yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 
56/PDT/2009/PT.JPR 
Pada bagian kedua bab 1 tentang orang dalam KUHPERDATA 
diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses yang harus 
dilakukan sebelum perkawinan. Untuk janji kawin sendiri, hanya diatur 
dalam satu Pasal yaitu Pasal 58. Sedangkan, dalam peraturan lain 
yang berhubungan dengan hal tersebut seperti UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan tidak terdapat satu Pasal pun yang mengatur 
tentang janji kawin. Janji kawin yang dimaksudkan disini adalah 
berbeda dengan perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan 
dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Janji Kawin yang 
dimaksud adalah janji seseorang untuk menikahi pasangannya. 
Biasanya janji itu disertai dengan barang-barang sebagai tanda ikat 
janji atau dengan melakukan suatu upacara (adat/agama) tertentu.   
Pada sebagian masyarakat adat dikenal dengan istilah 
pertunangan. Hal mengenai pertunangan atau ikat janji kawin tidak 
diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Jadi dapat dikatakan bahwa 
hukum perkawinan yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai 
janji kawin, perbuatan ingkar janji kawin maupun sanksinya. 
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Walaupun, dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak 
diatur mengenai janji kawin, tetapi dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan 
yang salah satunya adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk 
melangsungkan perkawinan yang kemudian sangat berhubungan 
dengan perjanjian secara umum yang memiliki syarat yang sama yaitu 
kesepakatan. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang 
Perkawinan dijelaskan bahwa : 
“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri 
dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula 
dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh 
kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa 
ada paksaan dari pihak manapun.”42 
Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa Undang-Undang 
Perkawinan menghendaki adanya suatu kesepakatan antara calon 
mempelai sebelum perkawinan dilakasanakan. Hal tersebut sebagai 
syarat materil yang tidak bisa dikesampingkan oleh kedua belah 
pihak. Namun, terlihat dari penjelasan tersebut di atas tidak dijelaskan 
mengenai akibat hukum dari kesepakatan kedua calon mempelai. 
Berdasarkan penjelasan mengenai janji kawin di atas, terlihat 
bahwa peraturan mengenai janji yang dilakukan sebelum perkawinan 
sangat kurang dan tidak diberikan penjelasan yang mendalam 
mengenai hal tersebut. Padahal, banyak terjadi perbuatan ingkar janji 
kawin yang kemudian merugikan pihak perempuan, hal ini terlihat 
                                                             
     42  penjelasan Pasal 2 ayat (1) uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
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dalam data dari lembaga bantuan hukum apik Jakarta, sebagai berikut 
:  
 
 
Laporan Kasus Ingkar Janji ke LBH APIK 
Tahun 2006.43 
  
Peristiwa yang dialami pelapor Jumlah 
kasus 
Perkosaan dan ingkar janji 1 
Ingkar janji 21 
Penganiayaan dan ingkar janji 1 
T O T A L 23 
 
Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat peristiwa yang paling 
banyak dilaporokan adalah mengenai ingkar janji. berdasarkan website 
resmi LBH AKIP http://www.lbh-apik.or.id, menyatakan bahwa alah satu 
kasus yang cukup meningkat di tahun 2006 ini adalah kasus ingkar janji 
menikah. Tercatat ada 23 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dari 
tahun 2005 yang hanya berjumlah 15 kasus. Pelaku dari kasus ingkar 
janji ini datang dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan oknum 
TNI dan Polri. Yang menyedihkan dari jumlah tersebut, tidak ada 
satupun yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Selama ini apabila 
dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian selalu menolak dengan 
                                                             
      43 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16080/meningkat-laporan-kasus-ingkar-
janji-menikahi-, dikases pada tanggal 24 juni 2014 pukul 17.39 WITA 
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alasan tidak ada Pasal dalam Undang-Undang yang dapat dipakai untuk 
menjerat pelaku, kecuali korban adalah anak di bawah umur. Korban 
dari kasus ingkar janji ini, tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi 
banyak juga yang telah mempunyai anak dan ditelantarkan begitu 
saja.44  
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengaitkan dengan 
putusan MA No. 1653K/PDT/2010 yang membatalkan putusan PT 
Jayapura No. 56/PDT/2009/PT.JPR  tentang ingkar janji kawin,  
 
Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi : 
ECCF, bertempat tinggal di Jalan Kelinci II No. 20, Papua 
Tergugat, Pembanding, Termohon Kasasi : 
DAW, bertempat tinggal di Jalan Ermasu No. 14, Papua 
Posisi Kasus : 
Sejak tahun 2005 penggugat dan tergugat berpacaran dan tergugat telah 
tinggal bersama keluarga penggugat di jalan kelinci II No. 20 Merauke. 
Dari masa pacaran tersebut penggugat telah melahirkan dua orang anak 
yang bernama DE FERNANDO WAMBRAUW, lahir pada tanggal 2 
Januari 2007, dan YOSEP WAMBRAUW, lahir pada tanggal 8 Oktober 
2007 telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007. Karena 
penggugat dan tergugat telah mempunyai anak namun belum terikat 
dalam suatu perkawinan yang sah. Kemudian penggugat dan tergugat 
mengikuti pembinaan persiapan nikah dari tanggal 10-15 Desember 2007. 
                                                             
      44 http://www.lbh-apik.or.id/cawalu%202007.htm, diakses pada tanggal 21 juni 2014 pukul 
18.00 WITA 
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Tergugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, dimana harus 
mendapat ijin kawin dari kesatuan tergugat, maka penggugat dan tergugat 
tekah pula mendapat ijin tersebut dengan surat ijin kawin nomor 
SIK/04/III/2008/MIN.1 tanggal 03 Maret 2008. Dalam masa persiapan 
perkawinan antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat telah 
melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan Indonesia di Papua 
Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Klasis Meraukes-As 
Karman Urumb dengan MARIA FERMINA SAHETAPY pada tanggal 07 
Juli 2008. Dari pihak keluarga penggugat telah melakukan teguran-
teguran secara lisan agar tergugat melaksanakan perkawinan sesuai 
dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akibat perbuatan tergugat yang 
ingkar janji atau cedera janji atau wanprestasi, dalm hal melakukan 
perkawinan dengan pengggugat, sudah jelas sekali sangat merugikan 
bagi penggugat apalagi saat penggugat telah melahirkan anak hasil 
hubungan antara penggugat dengan tergugat, maka wajar bila 
menyatakan tergugat ingkar janji atau cedera janji atau wanprestasi. Atas 
kerugian yang diderita oleh penggugat karena wanprestasi dari tergugat 
yang membawa dampak secara psykologi bagi penggugat, maka wajar 
bila menghukum tergugat untuk membayar ganyi rugi sebesar 
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Karena saat ini penggugat 
merawat anak hasil hubungan penggugat dengan tergugat, maka sangat 
wajar bila setiap bulannya tergugat dihukum untuk mebiayai kehidupan 
anak penggugat dan tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (satu 
juta rupiah) dengan cara pembayaran gaji yang diperoleh tergugat setiap 
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bulannyayang dibayar langsung kepada rekening penggugat. Agar 
pelaksanaan putusan ini tidak dtunda-tunda waktunya dan secepatnya 
dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum tergugat dengan uang 
paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)  untuk setiap hari 
keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini. Karena gugatan 
penggugat telah disadari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta 
demi mempertahankan hak milik penggugat , maka sewajarnya jika dalam 
putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada 
upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 
Adapun isi gugatan tersebut pada intinya, memohon kepada Pengadilan 
Negeri Merauke Untuk : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Tergugat memalkukan ingkar janji atau cidera janji 
atau wanprestasi dalam hal melakukan perkawinan dengan 
penguggat; 
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
meskipun ada upaya hukum, verzet,  banding, kasasi maupun 
peninjauan kembali; 
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah); 
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat dan 
akan membayar sebesar Rp.1.000.000 (sau juta rupiah) dengan 
cara gaji tergugat yang diperoleh setiap bulan dibayar langsung ke 
rekening penggugat; 
50 
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan 
dalam putusan ini; 
7. Menghukum tergugat untuk mrmbayar segala perkara yang timbul 
dalam proses persidangan ini. 
Amar Putusan Pengadilan Negeri Merauke Tanggal 10 Agustus 2009 
No. 04/Pdt.G/2009/PN-MRK. 
1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk 
seluruhnya; 
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang 
hingga kini ditaksir sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam 
ribu rupiah); 
1. No. 04/Pdt.G/2009/PN-MRK.Menerima permohonan banding dari 
pembanding/penggugat; 
2. Mmebatalkan putusan pengadilan negeri merauke tanggal 10 
Agustus 2009 Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN-MRK yang dimohonkan 
banding; 
3. Mengabulakan gugatan pembanding/penggugatn untuk sebagian 
menyatakan tebanding/tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji 
kawin dengan penggugat; 
4. Menghukum terbanding/tergugat untuk membayar ganti rugi 
kepada pembanding/penggugat sebasar Rp 100.000.000 (seratus 
juta rupiah); 
5. Menolak gugatan pembanding/penggugat selebihnya; 
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6. Menghukum terbanding/tergugat untuk biaya perkara dalam kedua 
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). 
 
Amar Putusan Pengadilan Mahkamah Agung  Republik INdonedia 
tanggal 22 Agustus 2011 No. 1653 K/PDT/2010 : 
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; 
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 
56/PDT/2009/PT.JPR tanggal 4 desember 2009 yang membatalkan 
putusan pengadilan negeri merauke no. 04/PDT.G/2009/PN.MRK. 
tanggal 10 agustus 2009 ; 
3. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian ; 
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah dan 
pendidikan dua orang anak tersebut uang sebesar Rp.2.000.000,- 
(dua juta rupiah) setiap bulan selambatnya tanggal 5 bulan yang 
bersangkutan sejak gugatan diterima di kepaniteraan pengadilan 
negeri merauke sampai dengan anak tersebut berusia 18(delapan 
belas) tahun melalui penggugat ; 
5. Menolak gugatan penguggat selain dan selebihnya ; 
6. Menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah) ; 
Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia : 
- Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan 
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alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, 
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan 
dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi 
tersebut formal diterima ; 
- Menimbang, alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon 
kasasi/tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya 
ialah : 
1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalam 
pertimbangannya pada halaman 4 yang menyebutkan bahwa 
“selayaknya hakim tidak semata merujuk pada pembuktian yuridis 
formal dengan pendekatan pada alat bukti tertulis yang bersifat 
tekstual atau formalitas, tetapi juga dengan mengedepankan 
pendekatan substansi rasa keadilan”; 
Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Judex Facti Pengadilan 
Tinggi Jayapura adalah salah atau keliru menurut hukum karena 
wanprestasi / ingkar janji / cidera janji hanya terjadi atas dasar telah 
terjadi atau adanya kesepakatan atau perjanjian yang dinyatakan 
secara tegas antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk 
itu dan perjanjian atau kesepakatan itu tidak boleh samar-samar 
sebagaimana sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti 
Pengadilan Tinggi Jayapura adalah tidak beralasan atau tidak 
benar menurut hukum sehingga haruslah dibatalkan oleh judex facti 
mhakamah agung republik indonesia ; 
53 
2. Bahwa memang benar secara factual telah terjadi hubungan cinta 
antara termohon kasasi dengan pemohon kasasi yang semakin 
nyata dengan lahirnya 2 (dua) orang anak dari rahim termohon 
kasasi sebagai akibat adanya hubungan biologis (“hubungan 
suami istri”) antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi 
namun menurut kami apabila selanjutnya tidak terjadi perkawinan 
antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi maka dasar 
termohon kasasi untuk menuntut pemohon kasasi bukanlah 
wanprestasi / inkar janji / cidera janji karena tidak ada kesepakatan 
formal yang dapat dijadikan dasar tuntutan ; 
3. Bahwa tuntutan hukum atas tidak terjadinya perkawinan antara 
pemohon kasasi dengan termohon kasasi menurut kami dapat 
dilakukan namun bukan dalam konteks wanprestasi / ingkar janji 
atau cidera janji tapi haruslah dilakukan dengan alasan hukum 
“perbuatan melawan hukum” ; 
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh termohon 
kasasi/pembanding penggugat sudah pantas dan patut menurut 
hukum untuk dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan dan 
putusan judex facti pengadilan negeri merauke ; 
5. Bahwa hak menuntut pertangunggjawaban termohon 
kasasi/pembanding/penggugat tidaklah hilang atau menjadi tidak 
dapat dituntut secara hukum karena tidak adanya perjanjian atau 
perikatan tetapi tetap hak untuk menuntut pertanggungjawaban 
dari pemohon kasasi / pembanding / tergugat tersebut tetap ada 
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namun penuntutannya bukanlah dengan dalil wanprestasi / ingkar 
janji / cidera janji tapi haruslah dituntut dengan dalil perbuatan 
melawan hukum hal ini sejalan dengan pertimbangan Judex Facti 
Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyebutkan “selayaknya hakim 
tidak semata merujuk pada pembuktian yuridis formal dengan 
pendekatan pada alat bukti tertulis yang bersifat tekstual atau 
formalitas, tetapi juga dengan mengedepankan pendekatan 
substansi rasa keadilan”; 
6. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo termohon kasasi / 
pembanding / penggugat mengajukan guguatannya dengan dalil 
telah terjadi wanprestasi maka gugatan tersebut sudah tepat dan 
benar menurut hukum untuk ditolak oelh pengadilan sebagaimana 
yang dilakukan oleh judex facti pengadilan negeri merauke ; 
Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut 
Hakim Mahkamah Agung berpendapat : 
Bahwa, janji untuk kemudian salah satu pihak kawin dengan orang 
lain, selama belum ada pengeluaran biaya untuk keperluan itu, tidak dapat 
dituntut ganti rugi, penggugat dan tergugat sudah hidup bersama 
sehingga dilahirkan 2 orang anak, maka biaya biologis/tergugat 
bertanggungjawab untuk biaya nafkah anak-anak tersebut guna 
pemeliharaan dan pendidikan mereka sampai dewasa (18 tahun). Dirasa 
adil apabila tergugat dihukum membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta 
rupiah) harus dibayar setiap bulan selambatnya tanggal 5 dari bulan yang 
bersangkutan, melalui penggugat/ibu dari anak tersebut ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut 
pendapat Hakim Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi DANIEL 
ANDERAS WAMBRAUW dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Jayapura No : 56/PDT/2009/PT.JPR tanggal 4 desember 2009 yang 
membatalkan putusan No : 04/Pdt.G/2009/PN-MRK. Tanggal 10 Agustus 
2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar 
putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; 
Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari pemohon 
kasasi dikabulkan, akan tetapi pemohon kasasi tetap berada dipihak yang 
kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 
ini ; 
Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, 
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan 
perUndang-Undangan lai  yang bersangkutan. 
Dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang dikarenakan oleh kekeliruan 
menurut hukum karena wanprestasi / ingkar janji / cidera janji hanya 
terjadi atas dasar telah terjadi atau adanya kesepakatan atau perjanjian 
yang dinyatakan secara tegas antara kedua belah pihak yang 
mengikatkan diri untuk itu dan perjanjian atau kesepakatan itu tidak boleh 
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samar-samar sebagaimana sehingga dengan demikian pertimbangan 
Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura adalah tidak beralasan atau tidak 
benar menurut hukum. Penulis sependapat dengan pertimbangan 
pertama tersebut jika yang dimaksud bahwa wanprestasi yang dimaksud 
adalah wanprestasi yang bersifat kebendaan. Karena wanprestasi yang 
diamksud adalah dalam pembahasan bab 3 KUHPerdata yang membahaa 
meneganai perikatan, padahal dalam janji kawin yang penulis bahas 
adalah perkawinan yang diingkari yang lebih kepada penjelasan mengenai 
orang yang dibahas dalam bab 1 mengenai orang dalam KUHPerdata. 
Unsur-unsur wanprestasi yang dimaksud dalam bab 3 KUHPerdata 
adalah : 
• Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 
• Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 
• Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 
• Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
  Dalam Pasal 1235-1238 terlihat bahwa akibat hukum dari 
wanprestasi sangat berkaitan dengan kebendaan seseorang, padahal 
dalam janji kawin ini berkaitan dengan orang dan keluarga bukan 
mengenai hak kebendaan.   
  Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Suhardjono, hakim 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan bertentangan dengan pertimbangan 
kedua di atas yang menyebutkan bahwa hubungan cinta yang 
menghasilkan dua orang anak bukan berasal dari suatu perjanjian. Hakim 
Suhardjono berpendapat, segala hal yang berawal dari suatu kesepakatan 
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adalah perjanjian. Dan, jika salah satu pihak mengingkarinya terjadilah 
suatu ingkar janji, dalam hal pernikahan orang yang semula sudah berjanji 
untuk menikahi baik lisan maupun tertulis walaupun menurut perspektif 
hukum barat bisa saja bukan suatu hak yang dapat dituntut tetapi menurut 
hukum adat yang berlaku di indonesia, harus dipenuhi. Seseorang yang 
mengingkari suatu kesepakatan dalam perkawinan, dan untuk 
menghormati keharmonisasi hubungan hukum dalam masyarakat adat 
harus dihukum untuk melaksanakan kesepakatan mereka, hal ini 
dilakukan agar tidak timbulnya chaos dalam masyarakat.45  
  Penulis pun sependapat dengan pendapat yang diutarakan oleh 
hakim Suhardjono bahwa hubungan cinta tersebut tetap berasal dari suatu 
perjanjian, walaupun dalam kenyataannya tetap tidak tertulis adanya 
kesepakatan kedua belah pihak. Dalam syarat perjanjian dalam Pasal 
1320 menyebutkan bahwa : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
  Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian 
tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang 
mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, 
suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum 
                                                             
     45 hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan  pada tanggal 08 Mei 
2014, pukul 14.12 WITA 
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bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda.46 
Untuk pembuktiannya sendiri, menurut Pasal 164 KUHAPerdata : 
a.    Bukti tulisan, 
b.    Bukti dengan saksi, 
c.    Persangkaan, 
d.    Pengakuan, dan 
e.    Sumpah. 
  Dalam pembuktian bukti tulisan, menurut penulis, dapat dilihat dari 
izin yang diberikan oleh instansi tempat dimana tergugat bekerja. Dalam 
permintaan izin tersebut tergugat meminta izin tanpa perantara orang lain 
sesuai dengan peraturan izin menikah dalam kepolisian. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis berpendapat tergugat menginginkan suatu pernikahan 
dengan penggugat. Selain mendapatkan izin dari instansi penggugat 
bekerja bukti dengan saksi dapat terlihat dari adanya pembinaan di gereja 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dihadiri oleh keluarga 
penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat terjadi 
kesepakatan oleh kedua belah pihak.  
 Menurut penulis, perjanjian tersebut dapat diartikan sebuah perjanjian 
kawin yang berkaitan dengan Pasal 58 KUHPerdata. Yang menyebutkan 
bahwa : 
“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka 
hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut 
penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang 
                                                             
     46 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51938378b81a3/tentang-pembuktian-
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dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam 
hal ini batal.” 
“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman 
kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna 
menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas 
kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu 
mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, 
dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan 
untung”. 
“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, 
terhitung mulai pengumuman kawin”. 
Dalam kasus janji kawin dalam penulisan ini, sangat erat kaitannya 
dengan Pasal 58 ayat (2) KUHPerdata. Pengumuman yang dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (2) KUHPerdata adalah Pemberitahuan yang harus 
dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan 
cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang 
pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil. 
Surat yang memperlihatkan niat kedua calon suami istri yang cukup jelas 
terlihat dalam izin yang diberikan oleh intansi tempat penggugat bekerja 
yang dimana izin tersebut didapatkan dari keinginan pihak penggugat 
yang juga keinginan pihak tergugat. Selain itum pemberitahuan yang 
dibuat oleh catatan sipil tersebut dapat dilihat dari pembinaan pernikahan 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang kemudian menjadi syarat 
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dicatatkan dalam catatan sipil dihari yang sama setelah pembinaan 
dilakukan. Terlihat dari kasus diatas sudah melakukan pembinaan selama 
5 hari dari tanggal 10-15 Desember 2007. Kedua pihak pun datang dalam 
pembinaan tersebut. 
  Berdasarkan pendapat penulis tersebut di atas, hakim Isjuedi, 
hakim Pengadilan Negeri Makassar memberikan pendapat bahwa, ingkar 
janji kawin tersebut jika telah di daftarkan, perbuatan tersebut dapat 
dikatakan sebagai ingkar janji kawin. Dan, untuk ganti kerugiannya adalah 
kerugian terhadap biaya yang telah dikeluarkan sebelum terjadinya 
sebuah perkawinan. Hal tersebut pun, termasuk jika sudah terjadi suatu 
pembinaan pernikahan. Adapun, perbuatan yang dituntut adalah kerugian 
yang dialami oleh penggugat karena biaya yang telah dikeluarkan bukan 
untuk pernikahannya.47 
  Pendapat hakim Isjuedi pun sejalan dengan pendapat yang 
diutarakan oleh hakim Soehardjono, bahwa ganti kerugian yang dimaksud 
dalam pasal 58 adalah yaitu ganti kerugian nama baik, dan biaya-biaya 
yang telah dikeluarkan dan jika perlu mohon penyitaan terhadap kekayaan 
pihak tergugat untuk menjamin pelaksanaannya terhdap putusan tersebut. 
Hakim Soehardjono pun menambahkan, dalam hal perkawinan yang tidak 
terlaksana, maka harus ada tunttutan ganti rugi, bersifat materiil dan 
immaterial. Materiil dan immaterial merupakan ganti rugi, hanya harus ada 
yang patut dan pantas sesuai kedudukan martabat dari pihak penggugat, 
misalnya hak tersebut terjadi kepada anak pejabat atau anak tokoh 
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terkenal lainnya.48  
 Dalam pertimbangan hakim yang ketiga yaitu tuntutan hukum dapat 
dilakuan bukan dalam konteks wanprestasi/ingkar janji atau cidera janji 
tapi dalam konteks perbuatan melawan hukum. berdasarkan pendapat 
diatas, penulis sendiri bertentangan dengan hal tersebut dikarenakan 
terlihat jelas bahwa perbuatan tersebut lahir dari suatu perjanjian atau 
kesepakatan dari kedua belah pihak yang kemudian sudah dijelaskan oleh 
penulis sebelumnya. Sedangkan perbuatan melawan hukum lahir karena 
Undang-Undang sendiri menentukan. Perbuatan melawan hukum semata-
mata berasal dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian yang 
berdasarkan persetujuan. Perbuatan melawan hukum merupakan akibat 
perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang. 
 Hal tersebut sesuai dengan pendapat hakim Isjuedi melalui 
penjelasan beliau mengenai perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum adalah wanprestasi dimulai dengan adanya perjanjian, 
apakah perjanjian tersebut tersirat ataupun tersurat, sedangkan perbuatan 
melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan terhadap aturan perundang-
undangan yang dilanggarnya atau dia tidak melaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, dan tidak ada perbuatan ingkar janji yang 
mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Hakim Isjuedi 
menambahkan bahwa, perbuatan ingkar janji kawin lebih tepat jika 
dikaitkan dengan Pasal 58 sepanjang terdaftar dalam catatan sipil, beda 
hal nya dengan jika hal tersebut bukan penggantian kerugian melainkan 
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mengarah kepada perbuatan pidana misalnya perzinahan atau perbuatan 
asusila lain yang kemudian akan diberikan tuntutan pidana bukan ganti 
kerugian secara perdata.49 
Pendapat hakim Isjuedi di atas sependapat dengan pendapat 
Hakim Soehardjono yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum tidak 
diperjanjikan sebelumnya dan arahnya kepada penipuan yang diatur pasal 
378 KUHPidana.50 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka 
penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:  
1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut 
bertentangan dengan pendapat penulis. Hal ini pun sejalan 
dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Pertimbangan hakim dalam 
kasus tersebut dikatakan bahwa perbuatan tergugat bukan lah 
ingkar janji karena tidak adanya bukti tertulis atas kesepakatan 
kedua belah pihak. Selain itu, penggugat tetap dihukum dengan 
pertimbangan melakukan perbuatan melawan hukum.  
2. Menurut penulis, hakim menjadi keliru jika dikatakan bahwa 
kasus tersebut adalah bukan ingkar janji, karena telah jelas 
terlihat adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya 
pembinaan yang telah kedua belah pihak lakukan dan izin yang 
sudah di daptkan oleh tergugat dari instansi tempat penggugat 
bekerja. Selain itu, kekeliruan terjadi dalam pertimbangan hakim 
yang menyebutkan bahwa kasus tersebut adalah perbuatan 
hukum. Menurut penulis perbuatan hukum lahir karena Undang-
Undang dan bukan perjanjian. Padahal, kasus tersebut adalah 
berasal dari suatu kesepakatan.  
 
64 
B. Saran 
1. Janji kawin sebaiknya diatur lebih jelas dalam Undang-Undang 
Perkawinan. Karena Undang-Undang Perkawinan dianggap 
sebagai peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh 
bangsa Indonesia. aturan tersebut harus lebih jelas mengenai 
pengertian dari janji kawin itu sendiri, batasan, dan yang paling 
penting adalah akibat hukum atas kesepakatan yang dilakukan 
sebelum perkawinan, sehingga diharapkan orang yang melakukan 
perbuatan tersebut dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan 
juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan. 
2. Agar dapat dilakukan sosialisasi mengenai janji kawin kepada 
seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak muda 
sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan yang ada dan 
dampak yang akan didapatkan jika ingkar janji kawin tersebut 
terjadi. Sehingga, hal tersebut dapat memproteksi lebih awal 
perbuatan ingkar janji yang mungkin akan meningkat setiap 
tahunnya karena dunia modernisasi yang semakin berkembang.  
 
 
 
 
 
 
 
65 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku : 
Amir Syarifuddin, 2009.  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana: 
Jakarta 
Bachtiar, A. 2004. Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!. Saujana :  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Cet III, Balai Pustaka : Jakarta 
Eva Rajagukguk, 2006,  Tesis : Perbuatan Ingkar Janji Kawin  Menurut 
Hukum Pidana  
Hadari Nawawi, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadjah Mada 
University Press : Yogyakarta 
Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian Di Indonesia,  Pustaka Yustisia:  
Yogyakarta 
Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju: 
Bandung 
J. Satrio, 2005, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan 
Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 
Kartono, K, 1992. Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. 
Mandar Madu : Bandung 
Khairuddin, H.SS, 2008, Sosiologi Keluarga, Liberty: Yogyakarta 
Libertus Jehani, 2008. Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?, (Cet. 1; 
Forum Sahabat : Jakarta 
Maramis, W.F. & Yuwana, T.A., 1990. Dinamika Perkawinan Masa Kini. 
Malang : Diana 
Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan 
Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti, Bandung 
Sayuti Thalib, 2009, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit Universitas 
Indonesia : Jakarta 
Subekti, 2002. Hukum Perjanjian. Intermasa :Jakarta 
Sudarono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta : Jakarta  
66 
Akses internet : 
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25440/5/Chapter%20I.pdf  
http://joeelhanif.blogspot.com/2011/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1509 
bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-
undang.html diakses pada tanggal      30 september 2013 pukul 
16.09 wita 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan  
http://mell-benu.blogspot.com/2012/04/peraturan-yang-belum-berpihak-
pada-hak.html 
http://rivvei.blogspot.com/2012/11/unsur-dan-syarat-wanprestasi-dan.html 
http://anggrainir.blogspot.com/2012/11/bab-i-pendahuluan-a.html 
http://infowuryantoro.blogspot.com/2013/03/pengertian-perkawinan-dan-
tujuan-perkawinan.html 
http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-
masalah.html 
http://infowuryantoro.blogspot.com/2013/03/pengertian-perkawinan-dan-
tujuan-perkawinan.html 
http://tyomulyawan.wordpress.com/manusia/ 
 
PerUndang-Undangan : 
Kitan Undang-Undang Hukum Perdata 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 
 
 
 
 
